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ABSTRACT 

Land registration is seen as a way to provide legal certainty for the control and ownership of land parcels in 
accordance with Article 19 Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law. In order to reduce the problems in the land 
sector, the government issued a program to facilitate the community in managing land title certificates. This 
study used a qualitative descriptive approach. The data obtained were analyzed using the theory of policy 
implementation model from Grindle (1980). The data sources come from primary data obtained through 
interviews, observations, and documentation studies as well as secondary data in the form of regulations related 
to the implementation of the complete systematic land registration program (PTSL). Data analysis techniques 
using fishbone diagrams. The results showed that the implementation of a complete systematic land registration 
program in Bandung Regency has been carried out in accordance with the stages of program implementation. 
However, in the implementation, there are still several inhibiting factors in human resources, public awareness, 
and completeness of application files. Recommendations to accelerate the issuance of land certificates by 
improving the competence of human resources and compiling internal technical guidelines (PTSL pocketbook). 

Keywords: Program Acceleration, Complete Systematic Land Registration Program, Fishbone Diagram. 
 

ABSTRAK 

Pendaftaran tanah dipandang sebagai cara untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan dan 
kepemilikan bidang tanah sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam rangka 
mengurangi adanya permasalahan bidang pertanahan pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan 
masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Grindle (1980). 
Adapun sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi, serta data sekunder berupa peraturan-peraturan terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah 
sistematis lengkap (PTSL). Teknik analisis data menggunakan diagram tulang ikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bandung 
sudah terlaksana sesuai dengan tahapan pelaksanaan program. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 
beberapa faktor penghambat dalam sumber daya manusia, kesadaran masyarakat dan kelengkapan berkas 
permohonan. Rekomendasi untuk akselerasi penerbitan sertifikat tanah ini dengan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia serta menyusun petunjuk teknis internal (buku saku PTSL). 

Kata kunci: Akselerasi Program, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Diagram Fishbone. 
 

 
PENDAHULUAN 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia sebagai sumber kesejahteraan, 
kemakmuran dan kehidupan. Reformasi 
agraria dibutuhkan dalam rangka penataan 
dan penyelesaian masalah pertanahan untuk 
kepentingan rakyat. Hal itu sesuai dengan 
Kebijakan Nawacita Presiden Joko Widodo. 
Salah satunya yaitu adanya program 
percepatan penerbitan sertifikat tanah yang 
ditujukan untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada rakyat atas hak tanah. Adanya 
program ini menunjukkan komitmen yang 
tinggi dalam urusan pertanahan. Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/ BPN) merancang program 
strategis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.  
Pasal 1 ayat (2) kebijakan tersebut 
mengungkapkan bahwa pendaftaran tanah 
sistematis lengkap (PTSL) merupakan 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kali yang dilakukan secara serentak bagi 
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semua obyek pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia dalam satu 
wilayah desa/ kelurahan, yang meliputi 
pengumpulan dan penetapan kebenaran data 
fisik dan data yuridis mengenai satu atau 
beberapa obyek pendaftaran tanah untuk 
keperluan pendaftaran. Pendaftaran tanah 
menghasilkan tanda bukti berupa sertifikat. 
Pendaftaran tanah bertujuan memberikan 
jaminan kepastian hukum yang dikenal 
dengan sebutan Rechts cadaster/ Legal 
Cadaster. Jaminan kepastian hukum yang 
diwujudkan dalam pendaftaran tanah 
memberikan kepastian status hak yang 
didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian 
objek hak (Santoso, 2010).  

Kabupaten Bandung merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi Jawa Barat mempunyai 
luas sekitar 176.238.67 Ha. Terdiri dari 31 
kecamatan, 277 desa dan kelurahan yang ikut 
serta melaksanakan program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 
Pelaksanaan program ini diangggap sangat 
relevan mengingat luasnya bidang tanah di 
Kabupaten Bandung yang belum terdaftar, 
serta kurangnya minat masyarakat dalam 
mendaftarkan tanah. Pelaksanaan program 
PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bandung ditetapkan di seluruh wilayah 
Kabupaten Bandung dengan adanya 
penetapan lokasi yang dipilih melalui 
pertimbangan dan kriteria oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bandung. Selain itu 
masih terdapat desa/kelurahan yang 
mendaftarkan secara mandiri dalam program 
PTSL. Ternyata dalam pelaksanaan program 
PTSL masih ditemukan adanya 
ketidaksesuaian antara target pemetaan 
bidang tanah dengan realisasi bidang tanah 
yang berhasil diterbitkan sertifikat.  Target dan 
realisasi pelaksanaan PTSL di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bandung berbeda-
beda setiap tahunnya. Terdapat berbagai 
hambatan dalam pelaksanaan program PTSL 
dan juga potensi adanya sengketa sampai 
sulitnya mengubah presepsi masyarakat 
untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan 
tanahnya.  

Seperti pada tabel 1 dan gambar 1 di bawah 
ini dapat dilihat bahwa akselerasi program 
PTSL terdapat target dan realisasi Peta 
Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas 
Tanah (SHAT) tahun 2018-2022 memiliki 
perbedaan antara target dan realisasi dimana 
capaian realisasi melebihi target maupun 
belum memenuhi target. Akan tetapi melalui 
data dalam tabel ini mampu menggambarkan 

lebih jelas capaian realisasi PBT dan SHAT. 
Sehingga ketika adanya target yang belum 
terealisasikan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bandung terutama petugas PTSL 
mengupayakan secara berkala untuk 
menyelesaikan target dan realisasi PBT serta 
SHAT setiap tahunnya agar program PTSL di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
terlaksana dengan baik dan sesuai harapan 
sehingga tujuan akselerasi program PTSL 
tercapai.  

Tabel 1.Target dan Realisasi Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 
Anggaran 2018-2022 Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bandung 

Tahun Target 
PBT 

Target 
SHAT 

Realisasi 
PBT 

2018 60.725 60.725 60.992 
2019 85.000 56.000 75.643 
2020 22.100 21.100 22.101 
2021 106.458 95.000 106.491 
2022 81.079 18.292 81.079 

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, 
2023, diolah 

 
Penetapan lokasi PTSL di wilayah Kabupaten 
Bandung yang dilandasi dengan adanya 
target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) 
dalam program PTSL meliputi pengukuran 
dan pendaftaran tanah sehingga akan 
diterbitkan sertifikat. Sedangkan target Peta 
Bidang Tanah (PBT) diperuntukan untuk 
proses pengukuran kegiatan pendaftaran 
penerbitan sertifikat yang akan dilakukan 
pada anggaran tahun depan.  

 

Gambar 1.Target Peta Bidang Tanah dan
 Realisasi Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap Tahun 2018-2022 
Kabupaten Bandung 

Sumber: Hasil data target peta bidang tanah dari tabel 1 
poin target PBT dan Realisasi PBT Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bandung  

 
Berpijak dari adanya data target Peta Bidang 
(PBT) yang digunakan untuk menentukan 
target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), 
secara keseluruhan masih terdapat 
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ketidaksesuaian capaian realisasi program 
PTSL antara target (SHAT) dengan realisasi 
sertifikat yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat 
pada gambar 2 dibawah ini: 

 
Gambar 2.Target Sertifikat Hak Atas Tanah dan 

Realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap Tahun 2018-2022 Kabupaten 
Bandung 

Sumber: Hasil data target sertifikat hak atas tanah dari 
tabel 1 poin target SHAT dan Realisasi SHAT Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bandung  
 

Berdasarkan gambar 2 di atas, terlihat bahwa 
pelaksanaan PTSL tahun 2018-2022 terdapat 
ketidaksesuaian antara target dan realisasi 
SHAT. Sedangkan pada tahun 2019, 2020 
dan 2022 sudah sesuai antara target dan 
realisasnyai. Meskipun demikian, tetap perlu 
mendapat perhatian bahwa secara 
keseluruhan masih adanya ketidaksesusian 
antara target PBT dengan target SHAT dalam 
pelaksanaan PTSL. Program PTSL di 
Kabupaten Bandung memiliki kendala utama 
yakni banyaknya wilayah yang belum 
bersertifikat.  

Selain itu sebagian tanah belum dilakukan 
pemetaan. Kondisi inilah yang menjadi 
tantangan bagi Kantor Pertanahan terutama 
terkait penyelesaian target sertifikasi tanah. 
Asumsi yang dibangun bahwa kunci 
keberhasilan implementasi program PTSL 
adalah adanya kerjasama antara Kantor 
Pertanahan dengan pemerintah desa dan 
kecamatan. Selain itu masyarakat sebagai 
kelompok sasaran PTSL perlu mendapat 
perhatian untuk terus ditingkatkan 
partisipasinya. 
 
 
 
 
 
 
 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif untuk mendalami serta 
menggambarkan fenomena akselerasi 
implementasi Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten 
Bandung, Temasuk di dalamnya upaya 
menemukan berbagai hal yang menyebabkan 
permasalahan dalam proses implementasi 
untuk mendukung langkah-langkah 
akselerasi. 

Peneliti menyelaraskan fenomena 

pelaksanaan, permasalahan, serta tanggapan 

mengenai terlaksananya program PTSL di 

Kabupaten Bandung  menggunakan teori 

model  implementasi dari Merilee S.Grindle 

(1980) dalam (Anggara, 2018). Proses 

implementasi kebijakan mencakup dua 

dimensi yaitu isi (content)  dan konteks 

kebijakan. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Dimensi dan Sub Dimensi 

Implementasi Kebijakan 

Dimensi Sub Dimensi 

Substansi 

Kebijakan 

1. Kepentingan yang 

dipengaruhi; 

2. Tipe manfaat; 

3. Derajat perubahan yang 

diharapkan; 

4. Kedudukan Pembuatan 

Kebijakan; 

5. Pelaksana program; dan 

6. Sumber daya yang dilibatkan. 

Konteks 

Implementasi 

1. Kekuasaan, kepentingan dan 

strategi aktor yang terlibat; 

2. Karakteristik lembaga dan 

penguasa; dan 

3. Kepatuhan dan daya tanggap.  

Sumber: Merilee S.Grindle (1980) dalam (Anggara, 
2018), diolah 

Teori implementasi kebijakan ini lebih fokus 
menganalisis tahapan pelaksanaan suatu 
program dilihat dari dua hal utama, yaitu: 

a. Proses: melihat pelaksanaan kebijakan 
b. Tujuan: melihat dampak (impact) 

pelaksanaan program PTSL pada 
masyarakat, serta melihat pemecahan 
permasalahan dalam bidang pertanahan 
yaitu tentang kepemilikan sertifikat tanah 
supaya ada akselerasi. 
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Fokus penelitian tertuju pada akselerasi 
program PTSL yang lebih menekankan pada 
isi kebijakan dan konteks implementasi 
sehingga bisa mengetahui dan mengukur 
keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian selain 
menggambarkan proses implementasi 
program PTSL, juga berupaya menggali 
permasalahan dengan menggunakan 
diagram fishbone. Pendaftaran tanah 
berfungsi untuk melindungi pemilik tanah dan 
juga mengetahui status sebidang tanah 
mencakup:siapa pemiliknya, apa haknya, 
berapa luasnya dan untuk apa dipergunakan 
(Mujiburohman,2018).  

Pada Tahun 2018 terbit Peraturan Menteri 
ATR/Kepala BPN No.6 tentang PTSL, yang 
menjadi dasar pelaksanaan program.  
Peraturan tersebut mengatur tahapan PTSL 
mulai dari perencanaan sampai diterbitkannya 
sertifikat, termasuk output PTSL, yang terdiri 
dari 4 klaster (Wibowo,2021). 

Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu 
aparatur pelaksana atau Tim PTSL, 
pengumpul data pertanahan di pemerintah 
desa dan masyarakat sebagai pemohon atau 
peserta program PTSL. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, 
dan studi dokumentasi dengan hasil berupa 
data primer dan sekunder. Metode analisis 
melalui tahapan redukasi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). 

Hasil analisis data kemudian ditindaklanjuti 
dengan pemetaan masalah menggunakan 
diagram tulang ikan (fishbone). Tujuannya 
agar permasalahan yang ada dalam proses 
implementasi PTSL di Kabupaten Bandung 
dapat diketahui sampai ke akarnya. 
Penggunaan diagram fishbone 
menggambarkan keterkaitan antara sebab 
akibat dan semua faktor yang berpengaruh 
pada proses implementasi sehingga mampu 
mewujudkan tujuan tercapainya akselrasi 
program PTSL sesuai dengan target PBT dan 
SHAT. Selain itu, diagram fishbone ini 
bertujuan untuk mencari faktor yang mungkin 
menjadi penyebab dari suatu masalah 
(Kurniasih et al., 2021). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Isi Kebijakan 

1. Kepentingan yang dipengaruhi 

Pelaksanaan program PTSL pada dimensi 
kepentingan yang dipengaruhi, ditemukan 

bahwa program ini sudah berjalan sesuai 
dengan arahan dan tujuan dari Kementerian 
ATR/BPN. Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bandung khususnya petugas Tim Ajudikasi 
PTSL sudah mengetahui kepentingan apa 
yang melatarbelakangi perumusan program 
PTSL yaitu adanya kebijakan Presiden Jokowi 
(Nawacita). Salah satunya percepatan 
penerbitan sertifikat tanah. Selain itu latar 
belakang munculnya program ini karena 
belum adanya kepastian hukum terkait 
pertanahan sehingga dibentuklah program 
strategis nasional yaitu PTSL. Program ini 
merupakan suatu kebijakan dalam bentuk 
pendaftaran tanah yang diharapkan dapat 
meningkatkan kepastian hukum.  Kemudaian 
dengan adanya data tanah yang terkumpul 
maka akan terbentuk basis data tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. 
 
2. Tipe Manfaat 

Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi program PTSL  
pada dimensi tipe manfaat, ditemukan bahwa 
berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 
Tim I Panita Ajudikasi PTSL serta Koordinator 
Substansi Pemetaan & Pengukuran Kadastral 
terungkap pelaksanaan program 
dilaksanakan dengan kesadaran akan 
manfaat yang dapat dirasakan secara 
Bersama-sama, baik oleh Kantor Pertanahan, 
pemerintah desa maupun masyarakat. Selain 
itu manfaat yang dapat dirasakan dengan 
adanya Program PTSL secara garis besar 
mencakup dua hal: 
a. Manfaat hukum: adanya kepastian hukum 

akan kepemilikan sertifikat tanah 
b. Manfaat ekonomi: adanya sertifikat tanah 

mampu menjadi suatu modal bagi 
masyarakat, perekonomian menjadi 
meningkat. 

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh 
pengumpul data pertanahan (Puldatan) desa 
yang menjelaskan bahwa manfaat bagi 
perangkat desa yaitu dengan adanya 
Program PTSL maka secara otomatis bisa 
blusukan ke masyarakat.  Proses tersebut 
sekaligus memungkinkan perangkat desa 
atau petugas pengumpul pertanahan melihat   
kondisi nyata fisik desa secara langsung. 
Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh 
masyarakat sebagai peserta PTSL bahwa 
nyatanya sertifkat tanah dapat dijadikan 
modal usaha. Artinya, memiliki bukti 
kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat 
merupakan surat berharga sehingga jika 
suatu saat nanti muncul kebutuhan yang 
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cukup mendesak dapat dijadikan sebagai 
jaminan pinjaman ke bank. Hal ini sesuai 
dengan apa yang disampaikan oleh Ketua 
Tim I Panitia Ajudikasi PTSL serta Koordinator 
Substantsi Pemetaan dan Pengukuran 
Kadastral, bahwa pelaksanaan program PTSL 
di Kabupaten Bandung menunjukkan ada 
manfaat hukun yang sigbifikan seperti adanya 
kepastian hukum atas kepemilikan tanah. 
Oleh karena itu, implementor program serta 
masyarakat sebagai pemohon peserta PTSL 
dapat merasakan manfaat serta dampak 
positif yang dihasilkan dan diikuti dari adanya 
program terkait percepatan penerbitan 

sertifikat tanah. 

3. Derajat perubahan yang diharapkan 

Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan akselerasi program PTSL ini 
pada dimensi derajat perubahan yang 
diharapkan, ditemukan bahwa pelaksanaan 
program PTSL di Kabupaten Bandung 
dilaksanakan cukup baik. Kantor Pertanahan 
memiliki target peta bidang tanah dan juga 
sertifikat hak atas tanah, serta harapan yang 
ingin dicapai yaitu terbentuknya data lengkap 
terkait kondisi tanah per desa di Kabupaten 
Bandung. Mengenai derajat perubahan yang 
ingin dicapai, dengan melihat harapan serrta 
target apa yang ada dalam setiap 
pelaksanaan Program PTSL Ketua Tim I 
Panitia Ajudikasi PTSL, menyampaikan 
berdasarkan hasil wawancara bahwa 
harapannya ke depan akan muncul 
perrbaikan program berupa  pendaftaran 
tanah dan one map yang sifatnya digital.  

Harapannya masyarakat dapat mengetahui 
data pertanahannya. Kemudian karena 
program ini sesuai dengan kebijakan 
Nawacita presiden yang merupakan bagian 
dari janji politik, maka unsur politis tidk bisa 
terlepas muncul di dalamnya. Harapannya 
penguatan, akselesrasi implementasi 
program ini dapat terus berlangsung sampai 
semua tanah terpetakan. Selanjutnya 
perubahan yang diharapkan yaitu semua 
bidang tanah di Kabupaten Bandung sudah 
terdaftar dan terdata dengan baik sehingga 
pemerintah desa, kecamatan, kabupaten 
maupun Kantor Pertanahan memiiliki data 
yang akurat.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat 
dianalisis bahwa derajat perubahan yang 
dicapai melihat dari sisi harapannya yaitu 
adanya keinginan bahwa semua bidang tanah 
di wilayah Kabupaten Bandung sudah 

terpetakan secara menyeluruh, dan Kantor 
Pertanahan mampu memiliki data pertanahan 
digital. 

Pendapat dari pengumpul data pertanahan 
(puldatan) maupun kepala desa bahwa 
harapan ke depannya program PTSL dapat 
terlaksana dan mencapai target, sehingga 
mampu mewujudkan desa lengkap dengan 
maksud bahwa seluruh tanah di desa serta 
kecamatan mampu berhasil mengikuti 
program PTSL dan realisasi penerbitan 
sertifikat tanah mampu diwujudkan secara 
menyeluruh melalui program PTSL. 

4. Kedudukan Pembuatan Kebijakan 

Pelaksanaan Pogram PTSL di Kabupaten 
Bandung sudah dilakukan berdasarkan 
kedudukan pembuat kebijakan secara 
bertahap. Mulainya dari desa ke desa. 
Kedudukan pembuatan kebijakan mencakup 
di dalamnya pengkajian terkait letak 
pengambilan keputusan dalam program 
PTSL. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kedudukan program PTSL bersumber dari 
pusat. Kantor pertanahan sebagai instansi 
vertikal ikut bertanggung jawab dalam 
pembentukan tim petugas PTSL. Begitupun 
dengan pemerintah desa yang dilibatkan 
dalam pembentukan tim mencakup pelibatan 
unsur masyarakat  yang ditujukan untuk 
membantu petugas dari Kantor Pertanahan. 
Masyarakat dinilai  mampu dan ingin 
mengikuti kegiatan PTSL ini dikarenakan 
adanya kesadaran dan  kepentingan yang 
melatarbelakangi untuk bisa mendapatkan 
kepemilikan sertifikat tanah.  

5. Pelaksana Kebijakan 

Terdapat tim khusus pelaksana PTSL di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
terdiri dari 6 Tim yang ditetapkan oleh Kepala 
Kantor. Selanjutnya di desa dibentuk 
pengumpul data pertanahan (puldatan) yang 
membantu satgas fisik dan yuridis dalam 
pengukuran bidang tanah masyarakat. 
Struktur pelaksana program PTSL di desa ada 
kepala desa, dibantu dengan tim PTSL dari 
Kantor Pertanahan. Kemudian terdapat 
puldatan, dibantu dengan RT/RW setempat 
untuk mensosialisasikan atau melakukan 
penyuluhan, pengukuran bidang tanah dan 
yang lainnya.  

6. Sumber Daya yang dilibatkan 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
program PTSL pada dimensi sumber daya 
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yang dilibatkan, menunjukkan bahwa proses 
akselerasi pelaksanaan program PTSL di 
Kabupaten Bandung melibatkan sumber daya 
manusia serta sumber daya anggaran yang 
cukup besar. Sumber daya yang dilibatkan 
sudah terlaksana dengan baik meskipun dari 
sisi sumber daya manusia terkendala dalam 
aspek kuantitas dimana target PBT maupun 
SHAT Kabupaten Bandung jumahnya banyak 
selaras dengan luas wilayah yang dimilikinya. 
Namun dari sisi sumber daya manusia  
pelaksana ternyata belum memadai.  

Berdasarkan hasil wawancara, observasi 
serta studi dokumentasi, sumber daya yang 
dilibatkan dalam program PTSL terdiri dari: 

a) Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang mana bahwa 
dengan begitu banyaknya target bidang 
tanah yang harus terpetakan dan juga 
diterbitkanya sertifikat tentunya 
memerlukan sumber daya manusia yang 
mempuni dibidangnya untuk bisa 
menunjang keberhasilan dalam 
pencapaian target PTSL. 

 
b) Anggaran (biaya pelaksanaan PTSL) 

Adanya kebijakan yang berlaku tentang 
pembiayaan program PTSL ini sesuai 
dengan peraturan Surat Keputusan 
Bersama 3 Menteri yaitu Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi. 
1. Nomor: 25/SKB/V/2017 
2. Nomor: 590-3167A Tahun 2017 
3. Nomor: 34 Tahun 2017 

Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa 
pembiayaan pelaksanaan persiapan 
pendaftaran tanah sistematis untuk Jawa 
termasuk ke dalam kategori V.  Khusus untuk 
Jawa dan Bali sebesar 150.000 ribu rupiah. 
Menurut pendapat masyarakat terkait 
anggaran biaya yang dikeluarkan hanya 
mengeluarkan biaya untuk materai. Semua 
proses diurus oleh pihak desa dan pihak BPN 
Kabupaten Bandung, dengan demikian 
masyarakat merasa dimudahkan dalam 
mengurus sertifikat tanahnya. Aspek biaya, 
meskipun sudah ada peraturan akan tetapi 
selalu ada perbedaan dengan realitas 
pelaksanaanya. Intinya tetap bertujuan untuk 
memudahkan masyarakat dalam mengurus 
sertifikat tanah. Oleh sebab itu sarana serta 
prasarana sebagai faktor penunjang 

pelaksanaan PTSL ini sangat dibutuhkan. 
 
c) Sarana dan Prasarana 
Kajian impelementasi dan akselerasi program 
PTSL dilakukan melalui observasi lapangan 
terutama berkaitan dengan sarana dan 
prasarana sebagai penunjang pelaksanaan 
programdi Kabupaten Bandung. Gambaran 
sarana prasarana salah satunya terlihat dari 

gambar berikut. 

 

 

Gambar 3. Ruangan Tim I PTSL 

Sumber: Hasil Observasi Ruangan Tim I PTSL Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bandung, 2023 

 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
menyediakan ruangan PTSL Setiap Tim 
dilengkapi lemari arsip berkas PTSL yang ada 
di tiap desa/kelurahan. Sarana prasarana 
yang tersedia meliputi komputer, printer, dan 
scanner. Selain itu terdapat spanduk berisi 
informasi PTSL termasuk di dalamnya 
informasi target PBT dan SHAT PTSL di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung serta 
informasi tentang pentingnya membuat 
sertifikat tanah. 
 

 
Gambar 4. Spanduk Target Peta Bidang Tanah 

dan Sertifikat Hak Atas Tanah PTSL 
Kabupaten Bandung 

Sumber: Hasil Observasi spanduk target PTSL 
Kabupaten Bandung, 2023 
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Gambar 5. Spanduk Informasi Pentingnya 
Memiliki Sertifikat Tanah 

Sumber: Hasil Observasi spanduk pentingnya sertfikat 
tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, 2023 

 
Sesuai hasil observasi yang melihat sumber 
daya infrastruktur seperi sarana dan 
prasarana sebagai penunjang 
keberlangsungan proses akselerasi 
pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bandung 
yang cukup lengkap. Gambaran yang sama 
juga   dapat dilihat dalam implementasi 
program yang melibatkan sumber daya 
manusia. Kelengkapan petugas dari Kantor 
Pertanahan, aparat desa dan pelibatan 
masyarakat melengkapi dan memperkuat 
proses implementasi. 
 
B. Konteks Kebijakan 

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi 
Aktor yang Terlibat 

Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi program PTSL ini 
pada dimensi kekuasaan, kepentingan dan 
strategi, ditemukan bahwa program PTSL 
sudah terlaksana dengan baik mengikuti 
strategi pelaksanaan PTSL yaitu 3 M 
(mendekat, merapat dan menyeluruh) yang 
berbasis desa lengkap, kecamatan lengkap, 
kabupaten/kota lengkap. 

Adanya tim pelaksana PTSL yang terlibat ini 
sudah memiliki lokasi masing-masing. Maka 
dari itu petugas bahkan Kepala Kantor 
mencoba menerapkan strategi 3 M yaitu: 

a. Merapat, melakukan berbagai pertemuan 
dan diskusi untuk menetapkan desa yang  
masuk ke dalam penetapan lokasi 
(Penlok) PTSL. 

b. Mendekat, setelah mengetahui 
penetapan lokasi PTSL di Kabupaten 
Bandung para tim Ajudikasi PTSL 
melakukan pendekatan kepada 
desa/kecamatan yang ikut serta dalam 
program PTSL. 

c. Menyeluruh, setelah itu seluruh tim PTSL 
serta Puldatan melakukan pendataan 
target PBT dan SHAT, dengan tujuan 
utamanya yaitu berharap strategi 3 M ini 
terpenuhi dan mampu mewujudkan desa 
lengkap, sehingga nantinya akan tercipta 
kecamatan lengkap.  

Kepentingan yang bisa dilihat dalam proses 
implementasi program PTS menunjukkan 
bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara 
terus-menerus dan berkesinambungan. Maka 
terciptanya strategi 3 M dalam penetapan 
lokasi, merupakan bagian dari strategi 
berkelanjutan dari penentuan desa-desa yang 
sebelumnya sudah pernah masuk sebagai 
bagian dari program PTSL. Dengan demikian, 
tim PTSL maupun Puldatan mampu 
menetapkan lokasi mana saja yang nantinya 
akan diikutsertakan dalam program PTSL. 
Strategi yang diterapkan ini harapannya 
mampu menciptkan desa lengkap - 
kecamatan lengkap - kota lengkap di masa 
yang akan datang. 

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

Tahapan akselerasi program PTSL di 
Kabupaten Bandung dikaji dari dimensi 
karakateristik lembaga dan penguasa, 
ditemukan bahwa sudah terlaksana dengan 
baik. Adanya respon dari petugas PTSL 
kepada pemerintah desa maupun 
masyarakat, menjadikan karakteristik kantor 
pertanahan menjadi lebih cermat dan tanggap 
dalam mendukung keberlangsungan proses 
pengumpulan data pertanahan sampai 
dengan penerbitan sertifikat tanah.  

 
Gambar 6. Konsultasi Pihak Desa dengan 

Petugas PTSL 

Sumber: Hasil Observasi Pihak Desa Diskusi Dan 
Konsultasi Dengan Petugas PTSL Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bandung, 2023 
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Karakteristik lembaga dan penguasa yang 
mengacu kepada karakteristik Kantor Badan 
Pertanahan dalam proses penetapan Lokasi 
bekerjasama dengan pemerintah daerah 
Kabupaten Bandung, pihak kecamatan dan 
desa sebagai implementor kebijakan. Apabila 
dilihat dari sudut pandang pihak desa bahwa 
petugas PTSL yang memberikan konsultasi 
kepada tamu  dari pihak desa yang datang ke 
kantor pertanahan Kabupaten Bandung  
memberikan hasil yang positif dengan kinerja 
yang sesuai berdasarkan kepentingan untuk 
mensukseskan program PTSL. 
 
3. Kepatuhan dan daya tanggap 

Pelaksanaan program PTSL tidak terlepas 
dari adanya dimensi kepatuhan serta daya 
tanggap pelaksana. Hasil penelitian 
menunjukkan daya tanggap para pihak 
sebagai implementator kebijakan sudah baik. 
Begitu halnya dengan kepatuhan.  Terlihat 
bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
keberhasilan program ini ditanggapi dengan 
cermat dan teliti oleh para implementator. 
Begitu halnya masyarakat sebagai kelompok 
sasaran menunjukkan kepatuhan dan daya 
tanggap yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi PTSL. 

Hal tersebut terlihat dari tanggapan 
masyarakat yang antusias dalam mengikuti 
program PTSL di Kabupaten Bandung 
dikarenakan daya tanggap petugas PTSL 
memberikan respon yang cukup baik 
sehingga pihak masyarakat merasa terbantu 
dalam setiap proses program PTSL ini 
dengan arahan yang sangat jelas.  

Proses setiap tahapan PTSL dan respon baik 
itu kepatuhan maupun daya tanggap dari 
petugas PTSL maupun peserta PTSL 
menunjukkan kecenderungan jawaban yang 
sama dimana kepatuhan sangat baik, karena 
adanya kepentingan dan kesadaran bahwa 
program ini penting, sehingga terbentuk 
sinergi antara BPN dengan desa maupun 
Masyarakat. Begitupun sama halnya dengan 
hasil observasi dengan mengamati adanya 
pihak desa baik itu kepala dusun ataupun 
pengumpul data pertanahan (Puldatan) 
maupun pihak swasta lainnya yang datang ke 
kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
khususnya ruangan PTSL dengan tujuan 
untuk berkonsultasi terkait program PTSL, 
mengambil berkas permohonan ataupaun 
mengambil sertifkat tanah. 

 

Meskipun demikian, dalam proses 
implementasi akselerasi program PTSL di 
Kabupaten Bandung terdapat faktor 
penghambat. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan ada enam faktor penghambat 
yang selaras dengan model implementasi 
kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yaitu:  

1. Pelaksana PTSL 

Jumlah SDM yang belum memadai. Jika 
membicarakan SDM terdapat adanya 
kekurangan dikarenakan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bandung memiliki 
banyak target baik itu SHAT maupun PBT 
sehingga sumber daya manusia yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan berbagai 
program lainnya yang telah ditetapkan 
pun harus terpenuhi.  
 

2. Lingkungan Penetapan Lokasi PTSL 

a. Pihak kantor pertanahan perlu 
meninjau lingkungan penetapan 
lokasi PTSL di Kabupaten Bandung. 
Begitupun dengan pihak desa yang 
termasuk ke dalam lokasi PTSL. Hal 
itu dikarenakan pihak desa 
mengetahui seluk-beluk desanya, 
serta bidang tanah masyarakat.  
Pihak desa juga perlu memperhatikan 
kondisi sosial dan lingkungan 
masyarakat setempat sehingga dapat 
merancang pendekatan yang tepat. 
Pihak desa dapat secara intensif 
mengarahkan masyarakat dan 
petugas ukur dari kantor pertanahan 
pada saat kegiatan berrlangsung. 
Kejadian munculnya konflik di 
lingkungan tempat tinggal saat 
pengukuran bidang tanah perlu 
diantisipasi. 

b. Pola partisipasi yang dilakukan Tim 
PTSL dalam percepatan program 
PTSL harus memperhatikan kondisi 
masyarakat setempat yang 
wilayahnya termasuk kedalam 
penetapan Lokasi. Pihak pemerintah 
baik itu Kantor Pertanahan maupun 
desa belum memiliki pola partisipasi 
dalam pelaksanaan program PTSL. 
Hal tersebut dibutuhkan untuk 
mencapai sasaran utama dimana 
masyarakat dapat mengetahui 
informasi PTSL secara jelas. 
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3. Derajat perubahan yang ingin dicapai  

a. Ketidaksesuaian capaian realisasi 
program PTSL di Kabupaten 
Bandung antara target SHAT dan 
PBT saat dilakukan pemetaan bidang. 
Permasalahan muncul berhubungan 
dengan hambatan dari aspek SDM 

baik petugas pelaksana maupun 
masyarakat sebagai pemohon. 

b. Masih adanya bidang tanah yang 
belum terpetakan. Begitupun di 
Kabupaten Bandung masih banyak 
yang belum terpetakan.

 
Berikut diagram fishbone yang diselaraskan dengan model implementasi kebijakan Grindle (1980) 
serta dari hasil wawancara. 

 
 

Gambar 7. Diagram Fishbone Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Sumber: Hasil Analisis Teori Implementasi Grindlee (1980) dengan Faktor Penghambat Program PTSL Petugas PTSL di 
Kabupaten Bandung, diolah, 2023 
 
4. Kepentingan dan Strategi Kantor 

Pertanahan 

a. Lambatnya distribusi yuridis PTSL. 
Berkas pemohonan belum lengkap. 
Hal tersebut menyebabkan 
permasalahan dalam proses distribusi 
dan pengecekan berkas pemohon 
yang menjadi terkendala. 

b. Berkas permohonan masyarakat 
yang mengikuti program PTSL belum 
lengkap alas haknya. 

5. Manfaat Pelaksanaan PTSL 

a. Masyarkat kurang mengetahui 
seberapa penting program PTSL. 

b. Masyarakat kurang mengetahui 
pentingnya sertifikat tanah terhadap 
kondisi perekonomian masyarakat.  

6. Sumber daya yang dilibatkan 
(anggaran) 

Ketidakmampuan masyarakat mengurus 
sertifikat hak atas tanah secara mandiri 
Hal ini menandakan bahwa masyarakat 
sebenarnya terbantu dengan adanya 
program PTSL ini, akan tetapi masih ada 
masyarakat yang memang belum lengkap 
persyaratanya harus mengurus secara 
mandiri dan memerlukan biaya, begitupun 
dengan masyarakat yang harus 
mengurus pajak nya terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan PTSL 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, 
maka diperlukan suatu alternatif solusi yang 
diterapkan untuk mengatasi permasalahan 
dari adanya faktor penghambat dalam proses 
akselerasi pelaksanaan program PTSL 
sehingga petugas PTSL, pemerintah desa 
mampu mengantisipasi lebih awal agar 
permasalahan atau kendala yang serupa tidak 
terulang lagi. Selain itu mampu mewujudkan 
inovasi untuk dapat mensukseskan 
pelaksanaan program PTSL dengan capaian 



36 I CR Journal (Creative Research for West Java Development) | Vol. 10 No. 1 Juni 2024   

 
 

dan realisasi sesuai target PBT, bahkan target 
SHAT.  

Alternatif solusi didasarkan dari adanya faktor 
penghambat yang terdapat dalam diagram 

fishbone yang diselaraskan dengan model 
implementasi kebijakan Grindlee (1980). 
Alternatif solusi dari permasalahan 
pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bandung 
dapat dilihat pada tabel berikut:

 
 
Tabel 2. Alternatif Solusi dari Permasalahan Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bandung 

No. Faktor-Faktor 
yang diamati 

Hambatan /Masalah yang terjadi Alternatif Solusi 

1 Pelaksana PTSL Jumlah SDM belum memadai a. Rekrutmen tambahan SDM yang 
kompeten 

b. Melakukan pelatihan intensif sebagai 
petugas ukur bidang pertanahan 

c. Melakukan sosialiasi dan penyuluhan 
langsung kepada masyarakat 

d. Menginformasikan kegiatan pendaftaran 
tanah sistematis lengkap (PTSL) melalui 
Forum peribadatan, forum rapat lainnya 

e. Menyampaikan secara jelas kepada 
masyarakat berkas apa saja yang 
menjadikan persyaratan sehingga 
masyarakat bisa menyiapkan berkas yang 
sudah ditentukan 

 

2 Lingkungan 
Penetapan Lokasi 
PTSL 

a. Perlu memperhatikan kondisi sosial dan 
lingkungan masyarakat setempat 

b. Pola partisipatif percepatan PTSL harus 
memperhatikan kondisi masyarakat 
setempat yang wilayahnya termasuk 
kedalam penetapan lokasi 

3 Derajat 
Perubahan yang 
ingin dicapai 

Ketidaksesuaian capain realisasi program 
PTSL di Kabupaten Bandung antara target 
SHAT dan PBT bidang tanah di 
Desa/Kelurahan yang dilakukan pemetaan 
bidang tanah 
a. Masih adanya bidang tanah yang belum 

terdaftar 

4 Kepentingan dan 
Strategi Kantor 
Pertanahan  

a. Lambatnya distribusi berkas yuridis PTSL  
b. Berkas pemohonan belum lengkap (tidak 

ada AJB, dan lain-lain) 

5 Manfaat 
Pelaksanaan 
PTSL 

a. Kurang mengetahui seberapa pentingnya 
PTSL 

b. Kurang mengetahui pentingnya sertifikat 
tanah terhadap kondisi perekonomian 
masyarakat 

6 Sumber Daya 
yang dilibatkan 
(Anggaran) 

Ketidakmampuan masyarakat mengurus 
sertifikat Hak Atas Tanah secara mandiri 

Sumber: Hasil Analisis alternative solusi dari poin diagram fishbone, diolah, 2023 

 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa  implementasi dan 
hambatan yang terjadi dalam proses 
akselerasi penerbitan sertifikat tanah di 
Kabupaten Bandung melalui program PTSL 
maka dapat disimpulkan: 

1. Program PTSL di Kabupaten Bandung 
sesuai dengan tahapan implementasi 
berdasarkan teori Merilee S. Grindle 
(1980) mencakup isi dan konteks 
kebijakan. Program PTSL sudah berjalan 
sesuai arahan dan tujuan dari 
Kementerian ATR/BPN didukung oleh 
kebijakan Presiden Jokowi (Nawacita) 
untuk percepatan penerbitan sertifikat 
tanah. Capaian target dan realisasi PBT 
dan SHAT selama pelaksanaan program 
PTSL berdasarkan data yang diperoleh 
dari tahun 2018-2022 cukup signifikan. 
Data target PBT tahun 2022 menunjukkan 
81.079 peta bidang tanah. selaras jumlah 
pemetaan sehingga pencapaian target 
PBT terpenuhi 100% dengan 45 
desa/kelurahan yang terdata dalam target 

PBT. Sama halnya dengan target dan 
realisasi SHAT data tahun 2022 yaitu 
18.292 sesuai dengan jumlah sertifikasi 
tanah, sehingga pencapaian target 100% 
penerbitan sertifikat terpenuhi. 

Manfaat yang dihasilkan dari Program 
PTSL yaitu adanya kepastian hukum, 
kantor memiliki database pertanahan 
sehingga memudahkan dalam integrasi 
data pertanahan yang lebih lengkap dan 
berkualitas sehingga kemanfaatan secara 
ekonomi dirasakan masyarakat.  Manfaat 
sosial dirasakan yaitu mampu 
meningkatkan kualitas hidup sehingga 
mampu mewujudkan pembangunan 
bekerlanjutan yang nyata dengan 
memiliki sertifikat. Selain itu dengan 
adanya akselerasi program PTSL ini 
mampu mendorong pemerintah daerah 
dalam peningkatan penerimaan negara 
tentunya dalam hal pajak bumi dan 
bangunan serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah dan memperkuat ikatan sosial 
di komunitas. 
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Implementasi mengenai penetapan lokasi 
PTSL sudah dilakukan secara bertahap 
dari desa ke desa. Selain itu pelaksana 
program PTSL dibentuk melalui Tim 
Ajudikasi PTSL. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bandung membentuk 
sebanyak 6 Tim, kemudian di desa 
dibentuk pengumpul data pertanahan 
(puldatan) yang membantu Satgas fisik 
dan yuridis dalam pengukuran bidang 
tanah masyarakat. Strategi pelaksanaan 
PTSL yaitu 3 M (Mendekat, Merapat dan 
Menyeluruh) sehingga sasaran utama 
pelaksanaan PTSL di Kabupaten 
Bandung bisa mencapai target 
mewujudkan desa lengkap. 

2. Faktor penghambat proses akselerasi 
program PTSL dengan menggunakan 
analisis diagram Fishbone yang 
diselaraskan dengan teori implementasi 
kebijakan Merilee S. Grindle (1980), yaitu: 

a. Faktor Pelaksana PTSL: jumlah 
SDM belum memadai, terbatasnya 
SDM yang kompeten. 

b. Lingkungan Penetapan Lokasi 
PTSL: perlu memperhatikan kondisi 
sosial dan lingkungan masyarakat 
setempat, pola partisipatif 
percepatan PTSL harus 
memperhatikan kondisi masyarakat 
setempat yang wilayahnya termasuk 
ke dalam penetapan lokasi 

c. Derajat Perubahan yang ingin 
dicapai: ketidaksesuaian capaian 
realisasi program PTSL di 
Kabupaten Bandung antara target 
SHAT dan PBT serta masih adanya 
bidang tanah yang belum terdaftar. 

d. Kepentingan dan strategi: Kantor 
Pertanahan masih menghadapi 
kendala distribusi berkas yuridis 
PTSL dan berkas pemohonan alas 
hal dari masyarakat belum lengkap. 

e. Beberapa masyarakat kurang 
mengetahui pentingnya sertifikat 
tanah terhadap kondisi 
perekonomian. 

f. Sumber daya yang terlibat terutama 
dari sisi anggaran: ketidakmampuan 
masyarakat mengurus SHAT secara 
mandiri. 

3. Alternatif solusi pelaksanaan PTSL di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
didasarkan dari adanya faktor 

penghambat yang terdapat dalam 
diagram fishbone yang diselaraskan 
dengan model implementasi kebijakan 
Merilee.S Grindle (1980). 

a. Penambahan SDM dengan merekrut 
tenaga profesional yang 
berpengalaman dalam bidang 
pertanahan. 

b. Pemberian pelatihan secara intensif 
kepada petugas ukur bidang 
pertanahan mengenai teknik 
pemetaan dan administrasi 
pertanahan. 

c. Sosialisasi dan penyuluhan langsung 
kepada masyarakat dengan 
menginformasikan kegiatan PTSL 
melalui berbagai forum sosial 
kemasyarakatan dan keagamaan. 

d. Pembuatan standar operasional 
prosedur dan jadwal kegiatan 
implementasi PTSL di setiap wilayah  
termasuk di dalamnya informasi 
kelengkapan persyaratan.. 

Berdasarkan kesimpulan, saran yang 
disesuaikan dengan permasalahan serta 
hambatan pelaksanaan proses akselarasi 
penerbitan sertifikat tanah melalui program 
PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bandung, sebagai berikut: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
dapat merancanga program peningkatan 
kompetensi SDM termasuk penambahan 
petugas fisik dengan melibatkan berbagai 
pihak seperti mahasiswa atau siswa 
sekolah menengah kejuruan (SMK)  yang 
sedang magang, untuk diikutsertakan 
dalam pengumpulan data pertanahan, 
kegiatan sosialisasi tentang informasi 
Program PTSL ke desa dan Masyarakat. 

2. Petugas PTSL dan pemerintah desa 
melakukan sosialisasi atau penyuluhan 
program PTSL ke masyarakat di berbagai 
kesempatan. Jika ada kesempatan atau 
kegiatan desa maka petugas di desa 
dapat menyampaikan kembali tentang 
pentingnya PTSL sehingga masyarakat 
semakin tertarik mengikuti program ini. 

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 
dan pemerintah desa dapat membuat 
peta jalan (roadmap) serta petunjuk teknis 
internal  berupa Buku Saku PTSL. 
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